
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

NOMOR: tu0.3.r / ll3rL lKep-DPRD19l2}2a

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEI\TYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang a

b

c

d

bahwa perencanaan, informasi, pelatihan, dan
produktivitas, penempatan, pembinaan dan perlindungan
tenaga kerja merupakan langkah strategis dalam
menanggulangi masalah ketenagakerjaan dalam rangka
sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kota Medan;

bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diperlukan mekanisme
perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan,
pembinaan dan perlindungan tenaga kerja sehingga
pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat, sesuai
nuansa otonomi daerah;

bahwa dalam rangka tertib pelayalan administrasi
ketenagakerjaan di Kota Medan, diperlukan adanya
regulasi agar penyelenggaraan pemerintah di bidang
ketenagakerjaan dapat berhasil guna dan berdaya guna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang
Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 3
Tahun 20 1 9 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O1);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahttn 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
68as);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan
ILO Convention Nomor 782 Conceming TLw Prohibition and
Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child
Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Peke{aan
Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O0 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20O0 tentang Serikat
Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO0 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3989);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 297, Tarrbahan Negara Republik
Indonesia Nomor 56O6);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentane Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembarar Negara Republik Indonesia Tatrun 2O23 Nomor
41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O38)

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undalg-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tarrrbahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5871);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2077 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tanrrbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 614l),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 20O6 tentalg
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, Selain
Pemberi Ke{a, Perkerja, dan Penerima Iuran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2Ol5 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6893;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 15 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s71s);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 15 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2O2l tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O2l terltang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
45, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
66471;
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 46, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 I Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2O2l telrtang Pengupahan (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lemba,ran
Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
66a91;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2O2l tentaflg
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2O19 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6ao2l;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 terrtang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

27. Perat:urar,. Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib
Lapor Lowongan Pekeiaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);

28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor l99O);

29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 301);
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30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2O16
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(Lembaga Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 8 Tahun 2022 terrtang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Peralgkat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);

31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2O18 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2O18 Nomor 74), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan Nomor I Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2O23 Nomor 84);

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

: 1.

2.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi
Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal
26 Agustus 2024;

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian
Laporan Bapemperda, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota
Medan dan Penandatanganan / Pengambilan Keputusan
DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DPRD
Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Perubahan atas
Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, tanggal 09 September 2024;
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KEDUA

Wakil Ketua,

Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, memperhatikan
Pendapat Seluruh Fraksi DPRD Kota Medan yang selanjutnya
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

oPRo

S.E.

Wakil Ketua, Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. H. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

ED

.r

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal I September 2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


